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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Prosedur pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dibagi menjadi empat tahap. 

Tahap  perencanaan pengadaan tanah paling sedikit meliputi tujuan 

rencana penggunaan tanah, kesesuaian dengan rencana penggunaan tanah 

daerah dan rencana pembangunan nasional dan daerah, lokasi tanah, luas 

tanah yang dibutuhkan, dan gambaran umum tanah. situasi, perkiraan 

waktu pelaksanaan pengadaan tanah, jangka waktu pelaksanaan 

pembangunan, perkiraan tanah dan rencana anggaran biaya. Tahap 

persiapan, atau persiapan yang akan dilakukan, meliputi pengumuman 

rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan 

konsultasi publik rencana pembangunan. Secara khusus, inventarisasi dan 

identifikasi pengelolaan, kepemilikan, penggunaan dan penggunaan 

tanah, penilaian kompensasi, saran penentuan kompensasi, pemberian 

kompensasi, dan pelepasan properti agensi. Setelah menyerahkan hasil 

akuisisi properti, serahkan hasilnya agar instansi terkait properti bisa 

memulai pembangunan. 

 



59 

 

2. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kecematan 

Rasanae Timur Kelurahan Nungga 

Pelaksanaan pengadaan tanah di Desa Nunga akan berlangsung 

dalam beberapa tahap. Artinya, rencana sebelum tahap ini dimulai, dasar 

pertimbangan mengapa tahap ini dilakukan. Proses konsultasi bersama ini 

melibatkan Pemerintah Desa Nungga, Kepala Desa Nunga, Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Bima dan  Kota Bima. Tahap persiapan akan 

menjelaskan hal-hal seperti berapa lama, di mana menghubungkan, 

tinjauan jalan, pencegahan kerugian, dan banyak lagi. Sedangkan untuk 

tahap pelaksanaan dijelaskan bahwa pelaksanaan Agustus-Oktober 2018 

diperlukan sebagai hasil musyawarah bersama. Pada tahap pengajuan, 

setelah semua tahapan dilaksanakan, Pemkot Bima akan menyerahkan 

hasil pembebasan lahan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima agar 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima dapat mulai melaksanakan perluasan 

jalan di Kelurahan Kota Bima.  

B. Saran 

Terkait pembebasan lahan untuk pembangunan publik, khususnya 

pelebaran jalan, diharapkan  Kota Bima lebih memperhatikan untuk 

mencegah permasalahan di kemudian hari, seperti memberikan ganti rugi 

sesuai dengan kondisi lahan yang dibebaskan. Kompensasi juga diharapkan 

tidak berdampak pada perekonomian masyarakat yang terkena pembebasan 

lahan. 
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